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Sumber gambar: 

https://www.newsway.id/wali-kota-banjarbaru-optimis-apbd-tembus-rp-15-triliun-pada-2025/ 

 

Wali Kota Banjarbaru menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru dalam 

rangka Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025. 

Acara ini berlangsung di Ruang Graha Paripurna, Lantai 3, Gedung DPRD Kota 

Banjarbaru, pada Senin (15/7/2024). 

Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Fadliansyah Akbar dan dihadiri 

oleh Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono, seluruh anggota DPRD Banjarbaru, kepala 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru, Camat, 

dan Lurah Banjarbaru. 

Wali Kota Banjarbaru H.M. Aditya Mufti Arifin menyatakan bahwa pemerintah 

kota Banjarbaru menyampaikan KUA-PPAS yang berisi proyeksi Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru untuk tahun 2025. 

Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Muhammad Aditya Mufti Ariffin 

optimistis APBD tahun 2025 menembus angka Rp1,5 triliun dari anggaran tahun 

sebelumnya yang masih pada kisaran Rp1,4 triliun. 

"Sesuai proyeksi kami yang telah dituangkan dalam rancangan KUA PPAS tahun 

2025, APBD bisa tembus hingga Rp1,5 triliun sehingga makin banyak program dan 

kegiatan yang bisa dilaksanakan," ujar Aditya. 

Wali Kota Banjarbaru Optimis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tembus Rp 1,5 Triliun pada 2025  
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 Menurut Aditya, kenaikan APBD yang diperkirakan mencapai 10 persen dari 

anggaran tahun lalu itu, akan digunakan membiayai berbagai program dan kegiatan yang 

sangat bermanfaat bagi masyarakat. 

 Aditya menuturkan, prioritas yang akan dibiayai lewat anggaran daerah itu 

diarahkan pada belanja modal dan infrastruktur yang masih cukup banyak harus dibenahi 

sehingga bisa dinikmati masyarakat. 

 "Pembangunan dilaksanakan sesuai skala prioritas terutama dari belanja modal 

dan program pembangunan infrastruktur sehingga masyarakat bisa memanfaatkan dan 

menikmati hasil-hasil pembangunan," ucapnya. 

Diakui Aditya, masih ada jalan yang belum beraspal, juga daerah yang 

drainasenya belum terbangun, serta beberapa rencana pembangunan dan perbaikan kantor 

dengan tujuan melengkapi sarana dan prasarana. 

 "Kami berharap, melalui APBD yang meningkat itu mampu membiayai program 

pembangunan yang telah direncanakan sehingga hasilnya bisa dirasakan dan dinikmati 

seluruh masyarakat," tuturnya. 

 Rapat paripurna di gedung DPRD dipimpin Ketua DPRD Fadliansyah bersama 

dua unsur pimpinan yakni Wakil Ketua I Taufik Rachman dan Wakil Ketua II dengan 

rapat yang dihadiri anggota DPRD setempat. 

 Selain itu, Wakil Wali Kota Wartono, Sekretaris Daerah Said Abdullah beserta 

pimpinan SKPD hingga camat dan lurah hadir pada rapat paripurna yang diselenggarakan 

di Graha Paripurna DPRD tersebut. 

 

Sumber berita: 

1. https://www.newsway.id/wali-kota-banjarbaru-optimis-apbd-tembus-rp-15-triliun-

pada-2025/, 15 Juli 2024.  

2. https://kalsel.antaranews.com/berita/421062/wali-kota-banjarbaru-optimis-apbd-

2025-tembus-rp15-triliun, 15 Juli 2024. 

 

Catatan: 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah 

rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. 

 Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 
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 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

 

Struktur APBD 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD 

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH 

PAD BELANJA TIDAK LANGSUNG PENERIMAAN PEMBIAYAAN  

1. Pajak daerah 

2. Retribusi daerah 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah 

DANA PERIMBANGAN 

1. Hibah tidak mengikat 

2. Dana darurat dari 

pemerintah 

3. Dana bagi hasil pajak dari  

provinsi ke kab/kota 

4. Dana penyesuaian dan 

dana otonomi khusus 

5. Bantuan keuangan dari 

provinsi atau dari 

pemerintah daerah lainnya 

 

1. Belanja pegawai 

2. Bunga 

3. Subsidi 

4. Hibah 

5. Bantuan sosial 

6. Belanja bagi hasil 

7. Bantuan keuangan 

8. Belanja tidak terduga 

BELANJA LANGSUNG 

 

1. Belanja pegawai 

2. Belanja barang dan jasa 

3. Belanja modal 

1. Sisa lebih perhitungan 

anggaran TA sebelumnya 

(SiLPA) 

2. Pencairan dana cadangan 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Penerimaan pinjaman daerah 

5. Penerimaan kembali 

pemberian pinjaman 

6. Penerimaan piutang daerah 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

1. Pembentukan dana cadangan 

2. Penyertaan modal (investasi) 

3. Pembayaran daerah hutang 

4. Pemberian pinjaman 

LAIN – LAIN PENDAPATAN 

DAERAH YANG SAH 

1. Dana Bagi Hasil 

2. Dana Alokasi Khusus 

3. Dana Alokasi Umum 


